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Universitas Terbuka 

The purpose of this study is to determine the three largest components of local taxes, as 

well as to know the obstacles and efforts of the government in boosting local taxes Nunukan 

district in 2012 until 2016. Independent variables in this study is component 3 large local taxes. 

While the dependent variable is the local tax. Measurement of variables was done using 

qualitative descriptive. Data analysis used the average comparison to see the dominant fuctor of 

the three largest components of local taxes in 2012 until 2016. The results show that the largest 

component of!ocal taxes are Street Lighting Tax, Restaurant Tax and Tax BPIDB. 
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ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUP A TEN 
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AndiCalo 

andicalo74@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tiga omponen terbesar Pajak Daerah, serta 

untuk mengetahui hambatan dan upaya Pemerintah dalam menigkatkan Pajak Daerah Kabupaten 

Nunukan tahun 2012 sampai dengan 2016. Variabel independen pada penelitian ini adalah 

komponen 3 besar Pajak Daerah. Sedangkan variabel dependen adalah Pajak Daerah. 

Pengukuran variabel dilakukan menggunakan deskriptif kuaantitatif. Analisis data menggunakan 

perbandingan rata-rata untuk melihat faktor dominan tiga komponen terbesar Pajak Daerah tahnn 

2012 sampai tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa komponen terbesar Pajak Daerah 

yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak BPHTB. 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan BPHTB. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskipsi Objek Penelitian 

I. Kabupaten Nunukan 

47 

Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di Kalimantan 

Utara, Ibu Kota Kabupaten Nunnukan terletak di Kota Nunukan. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.247,50 km2dengan 28 jumlah 

Pulau dan 10 jumlah Sungai. Jumlah penduduk pada tahun 2015 

sebanyak 177.607 jiwa. Kabupaten Nunukan memiliki motto Daerah 

yang melekat di lambang atau logo Kabupaten yaitu "PENEKINDI 

DEBA YA" yang artinya " Membangun Daerah" yang berasal dari salah 

satu bahasa Daerah Kalimantan yaitu bahasa Tidung. 

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari 

Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas 

wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat Pada tahun 1999 uapaya pemekaran yang diprakarasai oleh 

Bupati Bulungan pada saat itu, R.A. Besing akhirnya disetujui oleh 

Pemerintah Pusat dengan dadasari terbutnya UndangO-undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dengan dasar inilah 

dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi dua 

Kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nuniikan dan Kabupaten 

Malinau. 
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Pemekaran Kabupaten Nunukan secara dasar hukum diatur 

dalm Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, 

Kabupaten Kuatai Barat dan Kota Bontang pada tangggal 4 Oktober 

1999.Pada awal pemekaran Kabupaten Nunukan memiliki 5 \vilayah 

· ilC!ministratif yaitu sebagai berikut: 

a. Kecamatan Lumbis 

b. Kecamatan Sembakung 

c. Kecamatan Nunukan 

d. Kecamatan Sebatik 

e. Kecamatan Krayan 

Kabupaten Nunukan merupakan Daerah kepulauan dan secara 

geografis berbatasan langsung dengan Negara Malaysia pada batas 

utara dan Barat Kabupaten Nunukan. 

2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Nunukan atau BP2RD merupakan Badan yang dibentuk oleh 

Pemerintah Kabupaten NunUkan dalam mengoptimalkan Pendapatan 

Daerah terutama pada jenis Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Nunukan. BP2RD disahkan oleh Bupati Nunukan 

pada tanggal 28 Desember 2016 dan efektif berlaku 1 Januari 2017. 

Sebelum BP2RD ini ada, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan. 
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Adapun bagan struktur dan penjelasan kedudukan, tugas dan 

fungsi adalah sebagai berikut: 

a. Struktur Organisasi 

Garnbar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASJ 

BADAN PE.NEGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

KABUPATENNUNUKAN 

• • :t.'t ."Y't J .......... _. 

- '. ~ 

• '~ .. ~. <#..~".:.', .. ~~:~,· ~'i. 
. . .,_ _ __,_"-! .._,,~J;i; • 

:;:"· . 
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Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah, terdiri dari : 

I) Kepala Badan; 

2) Sekretariat, yang terdiri dari : 

a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi, yang terdiri dari 

a) Sub Bidang Hukum dan Perundang- Undangan; 

b) Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan; 

c) Sub Bidang Retribusi Daerah. 

4) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari 

a) Sub Bidang Pendaftaran; 

b) Sub Bidang Pendataan; 

c) Sub Bidang Penetapan. 

5) Bidang Penagihan dan Pelaporan, terdiri dari : 

a) Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding; 

b) Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang 

Sah; 

c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 

6) Unit Pelaksana Teknis Badan; dan 

7) Kelompok Jabatan Fungsional. 

b. Fungsi dan wewenang 

I) Kepala Badan; 
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Kepala Badan berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Kepala Badan mempunya1 tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan 

peraturan per Undang - Undangan yang berlaku. Dalam 

melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 

a) perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur 

dan kriteria yang telah ditetapkan; 

b) pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur 

dan kriteria yang telah ditetapkan; 

c) pelaksanaan administrasi Badan sesua1 dengan lingkup 

tugasnya; 

d) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis kesekretariatan Badan; 

e) penlffiusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pendapatan dan 

Retribusi; 
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f) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis di bidang Pendaftaran, Pendataan dan 

Penetapan; 

g) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis di bidang Penagihan dan Pelaporan; 

h) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional; 

i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesua1 

dengan Iingkup tugasnya; 

j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesum 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala 

Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a) memimpin dan mengendalikan organisasi Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah agar lebih berdaya 

guna dan berhasil guna; 

b) mengoordinasikan perumusan serta menetapkan kebijakan 

teknis operasional bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria 

y~g telah ditetapkan; 

c) mengoordinasikan rencana keija dan kegiatan serta anggaran 

eli lingkungan Badan; 

d) mengoordinasikan penyusunan sasaran keija pegawai (SKP) 

di lingkungan Badan; 
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e) mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan di bidang 

pengelola pajak dan retribusi daerah; 

f) membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan 

kesekretariatan Badan; 

g) mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan 

dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perencanaan 

Pendapatan dan Retribusi; 

h) mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan 

dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan; 

i) mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan 

dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penagihan dan 

Pelaporan; 

j) melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

k) melaksanakan koordinasi dan keijasama dengan instansi 

terkait yang berhubungan dengan bidang kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

1) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia dan menyusun petunjuk pemecahannya; 

m) memberikan ·saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 
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n) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

o) memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta penilaian 

kineija kepada bawahan; 

p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

q) melaksanakan tugas Iainnya yang diberikan oleh Bupati dan 

Sekretaris Daerah sesuai Iingkup tugasnya. 

2) Sekretaris 

a) Sekretaris 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Pajak 

Dan Retribusi Daerah.Sekretaris mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan mengoordinasikan penyusunan 

rencana keija dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan 

pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh 

satuanlunit keija di Iingkungan Badan Pengelola Pajak Dan 

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan penmdang­

undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi: 
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(!) pengoordinasian penyusunan rencana keija dan anggaran 

di lingkungan Badan; 

(2) pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi 

urn urn dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan 

keprotokolan di lingkungan Badan; 

(3) pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di 

lingkungan Badan; 

(4) pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada 

seluruh bidanglunit keija di lingkungan Badan; 

(5) pelaksanaan evaluasi kineija kesekretariatan dan 

pelaporan tatalaksana rumah tangga Badan; dan 

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinys, Sekretaris 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

(!) mempelajari dan mengolah peraturan perundangan­

undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 

data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya; 

(2) menyusun rencana keija dan kegiatan serta anggaran 

Sekretariat sebagai pedoman dan acuan keija; 

(3) mengoordinasikan penyusunan rencana keija dan 

kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan; 
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(4) mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai 

(SKP) di lingkungan Badan; 

(5) merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan 

administrasi keuangan yang meliputi penyusunan 

rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, 

pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di 

lingkungan Badan; 

(6) merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan 

administrasi umum dan perlengkapan/perbekalan rumah 

tangga Badan; 

(7) merumuskan bahan penge!olaan administrasi dan 

pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan; 

(8) merumuskan bahan penyajian data dan informasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan; 

(9) merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat 

dan keprotokolan di lingkungan Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah; 

(IO)merumuskan bahan penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

(ll)memberikan dukungan dan pelayanan teknis dan 

administratif bagi pelaksanaan tugas bidang/unit keija di 

lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah; 
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(12)mengoordinir pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan; 

(13) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan 

satuan/unit keija terkait yang dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

(14)menginventarisir permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahannya; 

(IS)memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

(16)membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

(17)memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta 

penilaian kineija kepada bawahan; 

(lS)melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidangtugasnya;dan 

(19)melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai Iingkup tugas dan fungsinya. 

b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

· dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.Kepala Sub 
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Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai 

tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana keija anggaran program 

keija anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan dan 

pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan · 

sesuai dengan ketentuan pe~aturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian 

Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta data dan informasi Iainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

2) menyusun rencana keija dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit keija; 

3) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran 

pendapatan dan belanja Badan; 

4) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

kerja; 

5) menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh 

bidang/unit keija dan melaksanakan penyusunan 

program kerja dan kegiatan di lingkungan Badan; 
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6) menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta 

informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan di lingkungan Badan; 

7) menyiapkan bahan dan melaksakan penyusunan htporan 

dalam. rangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan; 

8) mengelola administrasi dan petatausahaan keuangan 

Badan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan 

rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta 

perbendaharaan termasuk pengendaliaan pengelolaan 

dokmnen pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan; 

9) melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi 

Bendaharawan Badan; 

lO)melaksanakan pengelolaan gaji pegawai di lingkungan 

Badan; 

ll)menyusun laporan pertanggungjawahan pengelolaan 

anggaran dan penatausahaan keuangan di lingkungan 

Badan sesuai dengan standar/pedoman yang telah 

ditetapkan; 

12)menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di 

lingkungan Badan serta · menyustin langkah tindak 

lanjutnya; 
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13)menyiapkan bahan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan dan ganti rugi di Iingkungan Badan ; 

14) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan 

bidanglunit keija terkait dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

15)melaksanakan Inventarisasi pennasalahan yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya dan menynsun 

petunjuk: pemecahannya; 

16)memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

17) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas rnasing-rnasing; 

18) rnemberikan petunjuk:, birnbingan dan arahan serta 

penilaian kineija kepada bawahan; 

19) rnelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

20) rnelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya 

c. Kepala Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian 

Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian dipirnpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang dalarn rnelaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan l:iertanggungjawab kepada 

Sekretaris. Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian 
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mempunyai tugas membantu Selrretaris Badan menyiapkan· 

bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum 

dan perlengkapan serta administrasi Kepegawaian di 

Iingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang Undangan yang berlaku. Dalam 

riielaksimakannya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

I) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang - Undangan, kebijakan, pedoman 

dan petunjuk teknis serta data dan informasi Iainnya 

yang berhubungan dengan bidang tugasnya; 

2) menyusun rencana ketja dan kegiatan serta anggaran di 

Iingkungan unit ketja; 

3) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

ketja; 

4) menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat, 

penggandaan dan pengarsipan tatalaksana rurnah tangga 

Badan; 

5) mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian I 

pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang 

perlengkapan!perbekalan rurnah tangga Badan; 
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6) menyelenggarakan pendokumentasian serta kepustakaan 

di lingkungan Badan; 

7) menyiapkan bahan pembinaan hubungan 

kemasyarakatan dan mengelola urusan keprotokolan di 

lingkungan Badan; 

8) mengelola administrasi dan menyiapkan bahan serta 

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan organisasi 

dan tatalaksana Badan; 

9) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan 

dan pengembangan kepegawaian di lingkungan Badan; 

1 0) menyusun daftar urut kepangkatan, formasi pegawai 

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

ll)mempersiapkan usul kepangkatan, kenaikan pangkat, 

gaji berkala, hukuman disiplin, cuti, bebas tugas, 

pensiun, SKP dan lain - lain yang berhubungan dengan 

Kepegawaian; 

12)menyusun dan memelihara data pegawai, daftar urut 

kepangkatan, formasi dan laporan kepegawaian; 

13)mengurus daftar hadir pegawai, peijalanan dinas 

pegawai, dan kesejahteraan pegawai; 
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14) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan 

bahan petunjuk pemecahan masa1ah; 

15) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan 

bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung 

kelancaran pe1aksanaan tugas; 

16)memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

17) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

18)memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta 

penilaian kinerja kepada bawahan; 

19) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pe1aporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

20)me1aksanakan tugas lainnya yang diberikan o1eh atasan 

sesuai 1ingkup tugasnya. 

3) Kepa1a Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi 

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang dalam me1aksanakan tugasnya 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Badan.Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi 

mempimyai tugas membantu Kepala Badan · menyusun 

perencanaan operasional dan melaksanakan pengelolaan urusan 
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di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam 

melaksanakan tugas), Bidang Perencanaan Pendapatan dan 

Retribusi menyelenggarakan fungsi: 

a) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang 

Perencanaan Pendapatan dan Retribusi; 

b) perwuusan bahan perencanaan oprasional program dan 

kegiatan di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi; 

c) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang Hukum dan Peruudang­

undangan; 

d) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang Analisa dan Perencanaan 

Pendapatan; 

e) perumsan baban pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang retribusi daerah; 

t) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan bidang Perencanaan Pendapatan dan 

Retribusi; dan 

g) penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikau oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang 

Perencanaan Pendapatan dan Retribusi mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 

a) mempelajari dan mengolah peraturan perundangan­

Undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 

data dan infomiasi lainnya yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya; 

b) merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan urusan Pengelola Pajak Dan Retribusi 

Daerah bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi 

sesuai dengan nonna, standar, prosedur dan kriteria yang 

telah ditetapkan; 

c) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit kerja; 

d) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

kerja; 

e) merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di 

lingkungan unit kerja; 

f) merumuskan bahan penetapan kebijakan operasional 

penyusunan Perencanaan Pendapatan dan pengelolaan 

Retribusi; 
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g) merumuskan perencanaan operasional program dan 

kegiatan penyusunan Perencanaan Pendapatan dan 

Pengelolaan Retribusi; 

h) merumuskan rencana pengembangan sumber-sumber 

pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

Pajak dan retribusi Daerah; 

i) memantau pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah; 

j) memantau kegiatan penyusunan Perencanaan Pendapatan 

dan pengelolaan Retribusi sesuai dengan kewenangan dan 

lingkup tugasnya; 

k) menginventarisir pennasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

1) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan!unit 

kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

m) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

n) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

o) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta 

penilaian kinerja kepada bawahan; 

43245.pdf



67 

p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

q) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

4) Kepala Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan 

Sub Bidartg Hukun1 dan Perundang-undangan dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi.Kepala Sub 

Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan 

Retribusi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

perencanaan operasional serta melaksanakan penyusunan 

program dan kegiatan penyelenggaraan kajian dan penyusunan 

produk · hukum dan perundang-undangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam 

melaksanakan tugas, kepala Sub Bidang Hukum dan Perundang­

undangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubimgan dengan bidang tugasnya; 
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b) menyusun rencana keija dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit kerja; 

c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

keija; 

d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang 

hukum dan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan kajian hukum dan peraturan perundang­

undangan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan 

pengelolaan pendapatan daerah; 

f) melaksanakan penyusunan produk hukum dan peraturan 

perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah; 

g) melaksanakan koordinasi penyusunan produk hukum dan 

peraturan perundang- Undangan di bidang retribusi daerah; 

h) melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan tentang pendapatan daerah; 

i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit 

keija terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

j) menginventarisir perrnasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan 

dengan bidang tugasnya; 

43245.pdf



69 

I) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bav.-ahan sesuai 

bidang tugas masing-masing; 

m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian 

kinerja kepada bav.-ahan; 

n) melaksanakan monitoring, evaluasi . dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

o) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

5) Kepala Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan 

Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan 

Retribusi.Kepala Sub Bidang Analisa dan Perencanaan 

Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Perencanaan Pendapatan dan Retribusi menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta 

melaksanakan penyusunan program dan kegiatan 

penyelenggaraan analisis pengembangan potensi pendapatan 

daerah dan Perencanaan Target Pendapatan Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas, kepala sub bidang ana!isa dan 
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perencanaan pendapatan mempunyai uratan tugas sebagai 

berikut: 

a) menghimpun, mempelajari dan menelaab serta mengolah 

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b) menyusun rencana ketja dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit ketj a; 

c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

ketja; 

d) menyiapkan baban penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang 

Analisa dan Perencanaan Pendapatan sesuai lingkup 

tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e) mengurnpulkan baban perencanaan operasional program dan 

kegiatan analisis pengembangan potensi pendapatan daerah; 

f) menyiapkan baban analisis perkiman target dan pencapaian 

target penerimaan pendapatan daerab berdasarkan potensi 

pendapatan daerah; 

g) melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi 

pendapatan daerab; 

h) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan 

bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
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i) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahannya; 

j) memberikan saran dan pertimbangan k~pada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

k) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

I) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian 

kinerja kepada bawahan; 

m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

n) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

6) Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah 

Sub Bidang Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

Perencanaan Pendapatan dan Retribusi.Kepala Sub Bidang 

Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Perencanaan Pendapatan dan Retribusi menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan 

program dan kegiatan Pengelolaan Retribusi Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku.Dalam melaksanakan, Kepala Sub Bidang Retribusi 

Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit keija; 

c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

keija; 

d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang 

Retribusi Daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

e) mengumpulkan bahan perencanaan operasional program dan 

kegiatan pendaftaran, pendataan dan penagihan Retribusi 

Daerah; 

f) melaksanakan fasilitasi Pengelolaan Retribusi pada satuan 

keija yang mengelola Retribusi daerah; 

g) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk 

pernecahan rnasalah; 
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h) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit 

kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

· j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

k) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian 

kineija kepada bawahan; 

I) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

7) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Badan.Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun 

perencanaan operasional dan melaksanakan pengelolaan urusan 

pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak atas pajak 

daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.Dahim 
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me!aksanakan, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan 

Penetapan menye!enggarakan fungsi: 

a) perurnusan bahan kebijakan operasional di bidang 

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; 

b) perurnusan bahan perencanaan oprasional program dan 

kegiatan di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; 

c) perurnsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang pendaftaran pajak daerah; 

d) perurnsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang pendataan pajak daerah; 

e) perurnsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang penetapan pajak daerah; 

f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan bidang Pendaftaran, Pendataan dan 

Penetapan; dan 

g) penyelenggaraan tugas !ainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

Dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang 

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 

a) mempe!ajari dan mengolah peraturan perundangan­

undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 
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data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan .• 
bidang tugasnya; 

b) merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 

urusan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bidang 

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan; 

c) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit kerja; 

d) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

kerja; 

e) merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di 

lingkungan unit kerja; 

f) merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan 

pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak daerah; 

g) merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan 

pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak daerah; 

h) Memantau kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan 

pajak daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup 

tugasnya; 

i) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya serta menyusun bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 
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j) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuanlunit 

kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pe!aksanaan tugas; 

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

!) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian 

kinelja kepada bawahan; 

n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

o) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

8) Kepala Sub Bidang Pendaftaran 

Sub Bidang Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan.Kepala Sub Bidang Pendaftaran 

meiilpunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta 

melaksanakan program dan kegiatan pendaftaran wajib pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku.Dalam melaksanakan, Sub Bidang Pendaftaran 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan 

petmljuk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b) menyusun rencana keija anggaran sub bidang pendaftaran 

sebagai pedoman dan acuan keija; 

c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

keija; 

d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang 

pendaftaran sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan 

yang berlaku; 

e) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional 

pendaftaran wajib pajak; 

f) melaksanakan pendaftaran bagi wajib pajak daerah; 

g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi denglin bidang/unit 

keija terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

h) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahannya; 
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i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

j) membagi dan mendis!Jibusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

k) memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta penilaian 

kine~fa kepada baWllhan; 

1) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

9) Kepala Sub Bidang Pendataan 

Sub Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan.Kepala Sub Bidang Pendataan 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta 

melaksanakan program dan kegiatan Pendataan wajib pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.Dalam melaksanakan, kepala Sub Bidang Pendataan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b) menyusun rencana keija dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit keija; 

c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

keija; 

d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang 

pendataan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan 

yang berlaku; 

e) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional 

pendataan wajib pajak daerah; 

f) melaksanakan pendataan dan Validasi Data bagi wajib pajak 

daerah; 

g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit 

keija terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

h) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahannya; 

i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 
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j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

k) memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta penilaian 

kineija kepada bawahan; 

I) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

1 0) Kepala Sub Bidang Penetapan 

Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan.Kepala Sub bidang Penetapan 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta 

melaksanakan penyusunan program dan kegiatan 

penyelenggaraan penetapan wajib pajak daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam 

melaksan~ Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai 

. uraian tugas sebagai berikut : 

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan 
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petu~uk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b) menyusun rencana ketja dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit ketja; 

_c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungal) unit 

ketja; 

d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang 

penetapan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan 

yang berlaku; 

e) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan 

bagi penanggung pajak daerah dan retribusi daerah; 

f) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan 

kegiatan penetapan bagi penanggung pajak daerah; 

g) melaksanakan penilaian, perhitungan dan penetapan pajak 

daerah; 

h) melaksanakan penerbitan dan pendistribusian nota 

perhitungan dan surat ketetapan pajak daerah; 

i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit 

ketja terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

j) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahannya; 
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k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

1) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

m) memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta penilaian 

kinerja kepada bawahan; 

n) melaksanankan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

o) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

11) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan 

Bidang Penagihan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalarn melaksanakan tugasnya berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.Kepala 

Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan menyusun kebijakan teknis dan perencanaan 

operasional serta melaksanakan program dan kegiatan 

pengelolaan urusan dibidang penagihan dan pelaporan 

pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan_ peraturan yang 

berlaku.Dalarn melaksanakan tugas, kepala Bidang Penagihan 

dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 

a) perurnusan bahan kebijakan operasional di bidang 

Penagihan dan Pelaporan; 
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b) perumusan bahan perencanaan oprasional program dan 

kegiatan di bidang Penagihan. _dan Pelaporan; 

c) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang penagihan, keberatan dan 

banding; 

· d) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang pengelolaan Dana Transfer ke 

Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; 

e) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang penagihan dan Pelaporan 

Pendapatan daerah secara berkala; 

f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan bidang penagihan dan pelaporan; dan 

g) penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang 

Penagihan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a) mempelajari . dan mengolah peraturan perundangan­

nndangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 

data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya; 
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b) merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 

urusan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bidang 

Penagihan dan Pelaporan sesuai dengan norma, standar, 

prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan; 

c) menyilsim rencana keija dan kegiatan serta imggaran di 

lingkungan unit kerja; 

d) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

keija; 

e) merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di 

lingkungan unit keija; 

f) merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan 

bidang penagihan, keberatan dan banding, Dana Transfer ke 

Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta pelaporan 

pendapatan daerah; 

g) memantau kegiatan penagihan, keberatan dan banding atas 

pajak daerah, pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan 

Lain-lain Pendapatan yang Sah serta pelaporan pendapatan 

daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya; 

h) merumuskan dan menindaklanjuti keluhan dan keberatan 

serta proses banding oleh wajib pajak berkaitan dengan 

pendapatan daerah; 

43245.pdf



85 

i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit 

kerja terkait dalam rangka penyusunan kebijakan 

pendapatan daerah dalarn rangka penyusunan APBD; 

j) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

k) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan!unit 

kelja terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

I) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

m) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

n) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian 

kinerja kepada bawahan; 

o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya; dan 

p) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

12) Kepala Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding 

Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding 

dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yalig dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab 
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kepada kepala bidang penagihan dan pelaporan.Kepala Sub 

Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan 

operasional serta melaksanakan penyusunan program dan 

kegiatari penyelenggaraah penagihah, keberatan dan banding 

bagi wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala 

Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b) menyusun rencana keija dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit keija; 

c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

keija; 

d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang 

Penagihan, Keberatan dan Banding sesuai lingknp tugasnya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e) menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis 

operasional penagihan bagi wajib pajak daerah; 
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f) menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis 

operasional penanganan keberatan dan banding oleh pihak 

terkait atas pemungutan pajak daerah; 

g) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan 

kegiatan penagihan bagi wajib pajak daerah; 

h) menyiapkan bahan perencaD.aan operasional program dan 

kegiatan pelayanan keberatan dan permohonan banding oleh 

wajib pajak daerah; 

i) melaksanakan pemungutan dan penagihan kepada wajib 

pajak daerah: 

j) melaksanakan penyetoran hasil penerimaan pajak daerah 

kepada pihak yang berwenang sesuai ketentnan peraturan 

yang berlaku; 

k) melaksauakan analisis dan tindak lanjut terhadap surat-surat 

keberatan dan permohonan banding oleh wajib pajak daerah 

dan wajib retribusi daerah; 

I) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit 

kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

m) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahannya; 
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n) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

o) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai .bidang tugas masing-masing; 

p) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian 

kineija kepada bawahan; 

q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesua1 

bidang tugasnya; dan 

r) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

13)Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan 

Daerah yang sah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggnngjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan 

Pelaporan.Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan menyiapkan bahan 

pennnusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional dan 

melaksanakan pennnusan program dan kegiatan pengelolaan 

Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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beriaku. Dalam melaksanakan, Kepala Sub Bidang Dana 

Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundaii.g undangan, kebijakan, pedonian . dan 

petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit kerja; 

c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di Iingkungan unit 

kerja; 

d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang 

Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

e) menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan 

operasional mekanisme Dana Transfer ke Daerah dan Lain­

lain Pendapatan Daerah yang Sah; . 

f) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan 

kegiatan pengelolaan Dana Transfer dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah; 
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g) melaksanakan penggalian dan pengelolaan potensi sumber 

pendapatan daerah lainnya yang sah sesuai dengan 

kewenangan dan bidang tugasnya; 

h) menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi, 

_ rekonsiliasi, dan keijasama dengan instansi!pihak lainnya 

sebagai upaya peningkatan Dana Perimbangan dan lain-lain 

Pendapatan yang Sa:h dalam rangka peningkatan pendapatan 

daerah; 

i) mela:ksana:kan penyusunan proyeksi pendapatan daera:h yang 

bersumber dari Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan 

Daera:h yang Sa:h; 

j) mela:kukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit 

keija terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

k) mela:ksana:kan inventarisasi permasala:han yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahannya; 

1) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

in) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

n) memberikan petunjuk, bimbingan dan ara:han serta penilaian 

kineija kepada bawa:han; 
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o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesua1 

bidang tugasnya; dan 

p) melaksanakan tugas Iainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai Iingkup tugasnya. 

14) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bidang Evalmlsi dan Pelaporan dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

Penagihan dan Pelaporan.Kepala Sub Bidang Evaluasi dan 

Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Penagihan dan Pelaporan menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis dan perencanaan operasional dan 

melaksanakan perumusan program serta kegiatan Evalnasi dan 

Pelaporan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlakn. Dalam melaksanakan, 

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta data dan informasi laiimya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di 

Iingkungan unit kelja; 
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c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di Iingkungan unit 

keija; 

d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang 

Evaluasi dan Pelaporan sesuai Iingkup tugasnya berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

·e) menyiapkan bahan peJUiriusan penetapan kebijakan 

operasional mekanisme Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan 

Daerah; 

f) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan 

kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah; 

g) mengembangkan sistem dan melaksanakan Pembukuan 

Penerimaan pendapatan Daerah; 

h) melaksanakan pembukuan Piutang Daerah; 

i) menyiapkan bahan penyusunan Iaporan penerimaan 

pendapatan daerah secara berkala; 

j) melaksanakan Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah 

bersama pihak lain sesuai bidang tugasnya. 

k) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit 

keija terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

I) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang . tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahaunya; 
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m) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

n) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai bidang tugas masing-masing; 

o) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian 

kineija kepada bawahan; 

p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuat 

bidang tugasnya; dan 

q) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai lingkup tugasnya. 

15) Unit Pelaksana Teknis Badan 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis 

operasional dan/atau kagiatan teknis penunjang di lapangan, 

maka di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT sesuai dengan 

kebutuhan dan beban keija atas usul Kepala Badan.UPT di 

lingkungan Badan, mempunyiri tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

16) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan 

Pengelola Pajak Dan Retribusi Daeralt mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan melaksanakan tugas pekeijaan sesuai 
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jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.Uraian tugas 

Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sebagai berikut : 

a) menjabarkan program keJja yang diberikan oleh Kepala 

Badan; 

b) melaksanakan tugas dan pekeJjaan sesuat dengan 

jabataillbidang tugas dan keahllan yang dimiliki; 

c) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan 

baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan 

keahliannya; 

d) mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit keJja 

laimtya di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

e) menginventarisasi pennasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut; 

f) membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala 

Badan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugasnya; 

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 
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B. Hasil 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggnnakan metode observasi dan wawancara mendalam maka hasil 

penelitian dapatdijelaskan sebagaimana di bawah ini: 

1. Komponen terbesar Penerimaan pajak daerahKabupaten Nunukan 
. . . . -. .·. . . 

Penerimaan Pajak daerah Kabupaten Nunukan sejak tabun 2012 

sampai dengan 2016 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini 

Tabel4.1 
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

TAHUN 2012 SID 2016 
(Rp) 

TAHUN PENERIMAAN PAJAK Perubahan% 
2012 4.394.670.473,96 100 
2013 15.611.688.353,85 255 
2014 14.078.056.718,18 -10 
2015 19.049.952.051,00 35 
2016 11.344.111.615,03 -41 

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan data penerimaan pajak daerah Kabupaten Nunukan 

di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Daerah cenderung 

berfluktuasi. Dengan asumsi tahun 2012 adalah tahun dasar maka dapat 

dijelaskan bahwa pada tahun 2013 terjadi kenaikan yang cukup besar 

yaitu 255% atau naik sebesar 11,2 Milliar dari Rp. 4.394.470.473,96 

menjadi Rp. 15.611.688.353,85. Tahun 2013 ini menjadi kenaikan yang 

terbesar dalam range penelitian yang dilakukan samapai dengan tabun 

2016. Tahun 2015 merupakan penerimaan terbesar yaitu Rp. 

19.049.952.051, namun jika dilihat dari kenaikan jumlah penerimaan 

dari tabun sebelumnya tau tahun 2014, kenaikan Penerimaan Pajak 
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Daerah Tahun 2015 sebesar 35% atau 1ebih kurang sebesar 4,9 Miliiar 

rupiah. Penuruanan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu penurunaan 

penerimaan sarnpai dengan 41% atau sebesar 7,6 Milliar Rupiah. 

Berdasarkan: sumber data statistik Kabupaten Nunukan pertumbuhan 

rumah makan tahun 2015 sebanyak 45 'restoran I rumah makan dan 

tahun 2016 meningkat menajdi 113 restoran I rumah makan 
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Tabel4.2 
JENIS PENERlMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN 

NUNUKAN 
TAHUN 2012 SID 2016 

(Rp) 

PENERIMAAN 
2012 201~ 2014 2015 2016 

97 

274.658.00 340.134.300, 437.065.800, 571.256.70 633.549.60 .. 
Pa.iak Hotel . 0,00 00 00 0,00 . ·. 0,00 

1.861.235. 3.007.079.55 5.095.024:67 7.169,324. 3.491.742. 
Pajak Resto ran 622,96 6,85 6,18 179,00 638,00 

78.469.250 85.071.000,0 79.413.400,0 95.698.300 94.412.948 
Pa.iak Hiburan ,00 0 0 ,00 ,20 

127.924.28 171.779.422, 224.748.717, 257.432.93 207.773.93 
Pajak Reklame 5,00 00 ,00 7 00 6,25 
Pajak 
Penerangan 1.739.165. 2.131.341.45 2. 728.620.34 3.268.736. 3.903.999. 
Jalan 924,00 5,00 3,00 926,00 275,58 
Pajak 
Pengambilan 
Bahan Galian 712.123.15 734.410.74 
GolonganC 0,00 9,00 

2.520.000, 
Pajak Parkir 00 
Pajak Sarang 6.862.000, 12.707.500 
Burung Walet 1.020.000,0 00 ,00 
PajakBumi 1.399.134. 1.369.169. 
Ban~unan 619,00 610,00 

5.566.863. 896.245.35 
PajakBPHTB 240,00 8,00 
Pajak Mineral 
BukauLogam 
dan 39.850.000 
Batuan 00 1.142.400,00 9.165.888,00 

276.367.39 9.874.120.22 3.980.577.57 
BPHTB 2,0 0,00 5,00 
PajakBumi 1.523.440.31 
Ban~unan P2 9,00 

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan data jenis penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 

Nunukan di atas, jenis penerimaan Pajak Daerah terjadi perbedaan 

jumlah jenis penerimaan dalam setiap tahunnya. Maka untuk 

mengetahui kontribusi penerimaan jenis Pajak Daerah terbesar maka 

perlu dilakukan metode perbandingan dengan melakukan perhitungan 
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persentase setiap tahunnya, kernudian melakukan hitungan rata - rata 

persentase selam 5 tahun. Berdasarkan data diatas maka persentase 

penerimaan jenis Pajak Daerah dan nilai rata - rata persentase jenis 

Pajak Daerah adalah sebagai berikut: 

Tabel4,3 
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

TAHUN 2012 SID 2016 
(Rp) 

TAHUN 
PENERIMAAN PAJAK 

DAERAH 
2012 4.394.670.473,96 
2013 15.611.688.353,85 
2014 14.078.056.718,18 
2015 19.049.952.051,00 
2016 11.344.111.615,03 

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan 

Penurunan penerirnaan Pajak Daerah pada tahun 2016, yang 

sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 19 rnilliar Rupiah, kernudian 

turun sarnpai dengan 11 milliar Rupiah disebabkan o1eh tidak 

tercapainya target penerirnaan Pajak diantaranya yaitu Pajak restoran 

yang hanya mencapai 55.47%. Penerirnaan Pajak restoran yang 

berkurang ini disebabkan persaingan usaha. Pertumbuhan bisnis 

katering, kafe dan rumah makan menjadikan Pendapatan restoran 

menjadi menurun, sehingga tidak sedikit restoran yang tutup dan 

beberapa beralih pada bisnis baru. Berdasrkan data dilapangan dan data 

laporan penerimaan pajak, terutama untuk pajak restoran, pada tahun 

2016 berdasarkan target peneriamaan hanya mencapai 0,8%. 
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Penerimaan Pajak Rumah makan mencapai target sampai dengan 

216,84%, hal ini menunjukkan semakin berkembangnya bisnis rumah 

makan di Kabupaten Nunukan, dan menjadi bukti banyaknya restoran 

yang beralih dari tingkat restoran dan merubah level bisnisnya ril.enjadi 

rumah makan. Pertumbuhan Cafe juga dapat dilihat dari target 

penerimaan Pajak yang mencapai 153,96%. 

Tabel4.4 
JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN 

NUNUKAN 
TAHUN 2012 SID 2016 

(%) 
JENIS 2012 2013 2014 2015 2016 

RATA-
PENERIMAAN RATA 

Pajak Hotel 6.25 2.18 3.10 3.00 5.58 4.02 

Pajak Restoran 42.35 19.26 36.19 37.63 30.78 33.24 

Pajak Hiburan 1.79 0.54 0.56 0.50 0.83 0.84 

Pajak Reklame 2.91 1.10 1.60 1.35 1.83 1.36 

Pajak 
Penerangan 39.41 
Jalan 39.51 13.65 19.38 17.16 34.41 
Pajak 
Pengambilan 2.04 
Baban Galian 
Golon~anC - - - 3.74 6.47 

Pa.iak Parkir - - - 0.08 - 0.16 

Pajak Sarang 0.03 
Burung W alet - O.Ql - 0.04 0.11 
PajakBumi 3.08 
Ban~unan - - - 7.34 12.07 

PajakBPHTB - - - 29.22 7.90 7.42 

Pajak Mineral 0.20 
BukanLogam 
dan 
Batuan 0.91 0.01 0.07 - -
BPHTB 6.29 63.25 28.28 - - 19.56 

PajakBumi 2.16 
Ban~unanP2 - - 10.82 - -

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan data penerimaan Pajak Daerab Kabupaten 

Nunukan di atas, maka 13 jenis penerimaan Pajak Daerah, dapat 
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dikelompokkan menjadi 8 jenis Pajak yang memiliki nilai rata - rata 

persentase terbesar sebagai berikut: 

Tabel4.5 
DELAP AN BESAR PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

BUPATEN NUNUKAN KA 
T AHUN 2012 SID 2016 

No. 
1. 
2. 
3. 

4. 

ffin) 

JenisPajak 
Pa"akHo tel 
Pa"akRe storan 
PajakPe nerangan Jalan 
PajakPe 
Galian 

ngambilan Bahan 
olonganC 

5. Pa·akbum iBangunan 
6. Pa·akBP HTB 
7. BPHTB 

. 

. 

i dan Bangunan P2 8. PajakBum 
Sumber : BP2RD Kab .Nunukan 

Nilai Persentase 
rata- rata. 

4.02 
33.24 
39.41 

2.04 

3.08 
7.42 
19.56 
2.16 

Berdasarkan has il data penelitian, komponen Pajak Daerah yang 

dominan memberikan k ontribusi terhadap PAD Kabupaten yaitu Pajak 

Restoran dan Pajak Pe nerangan Jalan. Berdasarkan wawanvara yang 

mendalam yang dilakukan kepada Bapak Zainal Abiden, S.E. Sebagai 

Kepala Bidang Penagih an dan Pelaporan menyatakan 

an terbesar penerimaan pajak daerah dan 
penerimaan Kabupaten, yaitu pajak restoran. 

" Jumlah penerima 
merupakan potensi 
Hal ini karena pajak 
kafe, katering maup 
kategori restoran in 
menjadi penerimaan 
Kbaupaten Nunukan 

restoran terdiri dari Restoran, Rumah makan, 
un warung. Semua jenis yang masuk dalam 
i memeng cukup banyak dan bisa dikatakan 
yang besar dan terbesar untuk Pajak Daerah 

" 

la~ut yang dije laskan oleh Petugas Penagih, Bapak Elias Soma 

Abrianto mengatakan b ahwa: 

" Penagihan dilap 
wajib pajak telah s 
setiap bulannya. H. 

angan tidak terjadi kendala, sebagian besar 
iap untuk mebayar pajak dan menunggu kami 
a! ini mungkin karena telah dilakukannya 
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soswlisasi oleh pimpinan kami sehingga mereka wajib pajak telah 
mengetahui dan telah siap untuk dipungut pajaknya sewaktu-waktu 
pada akhir bulan di setiap bu/annya " 

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, dan hasil dari data 

penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak tcukup berhasil 

dari target Pajak yang ditentukan. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa 

3 komponen terbesar penerimaan Pajak daerah yaitu sebagi berikut: 

Tabel 4.6 
3 BESAR PENERlMAANP AJAK DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN 
TAHUN 2012 SID 2016 

(Rp) 
Nilai Persentase 

No. Jenis Pajak rata- rata 
1. Pajak Penerangan Jalan 39.41 
2. Pajak Restoran 33.24 
3. BPHTB 19.56 

Persentase 

• Pajak Resto ran 

• BPHTB 

• Pajak Lainnya 

Penerimaan Pajak terbesar adalah Pajak Penerangan jalan, hal 

mt dikarenakan Pajak tersebut relatif dipungut kepada semua rumah 

tangga maupun industri yang menggunakan jasa listrik dari Perusahaan 

Listrik Negara, karena pemungutan Pajak diambil melalui pembayaran 
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tahgihan listrik Penerimaan kedua terbesar yaitu pajak restoran, hal in 

karena kategori restoran yang dimaksud antaralain; restoran, rumah 

makan, cafe, kantin, katering dan warung. Seperti diketahui 

perkembangan jenis restoran ini sangat pesat di Kabupaten Nunukan, 

terutama untuk jasa katering. Jenis penerimaan pajak terbesar ketiga 

· yaitu BPHTB yimg terdiri dari jasa penerimaan perolehan atas tanah · 

dan bangunan. 

2. Hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan. 

Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang 

selama ini menjadi kendala oleh petugas pemungut maupun pejabat 

·pengambil keputusan yaitu kurangnya pemahaman bagi wajib pajak 

akan kewajiban pembayaran pajaknya. Hal tersebut sperti yang 

dikemukakan oleh petugas pemungut pajak Petugas Pajak restoran, 

Bapak Akhmad mengatakan 

" Kendala dilapangan yang sering kami temui, yaitu masih adanya 
wajib pajak yang tidak mngetahui berapa besar pembayaran pajak 
yang harus mereka bayarkan, bahkan tak jarang wajib pajak yang 
mengira bahwa pembayaran pajak yang mereka maksud adalah 
retribusi bulanan" 

Lanjut dari pemyataan Bapak Akhmad, 

" Wajib Pajak selama ini bukan tidak taat terhadap kewaiban 
pajak, · tapi kurangnya sosialisasi kepada mereka terhdap 
pentingnya dan besaran pajak dari setiap pendapatan wajib pajak. 
Sehingga diharapkan dengan sosialisasi tersebut menjadi upaya 
bagi kami untuk meminimalkan kendala-kendala dilapangan" 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hambatan dalam pemungutan Pajak adalah kurangnya pemhaman, 
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selain kendala waktu dan jarak antara wajib pajak dan tempat 

pembayaran pajak. Sehingga berdasarkan kendala tersebut menjadi 

masukan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk 

mengupayakan bagaimana hambatan - hambatan tersebut tidak 

menjadikan penerimaan Pajak berkuraiJ.g dari target yang telah 

ditentukan. 

3. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten 

Nunukan. 

Untuk meningkatkan Pajak Daerah, retribusi maupun PAD Daerah 

upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan memudahkan 

mayarakat dalam pemungutan Pajak daerah, sehingga mempengaruhi 

PAD Kabupaten Nunukan hal ini berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada kepala, Sekretaris, maupun Kabid Perencanaan 

Pendapatan BP2RD. 

Berdasarkan wawancara yang dilakaukan dari Pimpinan yang 

merniliki kapasitas mengupayakan peningkatan penerimaan Pajak 

Kabupaten Nunukan, Kabid Penagihan dan Pelaporan, Bapak Zainal 

Abidin, S.E. mengatakan bahwa 

"Upaya · dalam meningkatkan Penerimaan kabupaten, kami 
melakukan beberapa hal terutama dalam mempermudah 
penerimaan dengan memperbanyak personel dilapangan dalam 
pemungutan, sehingga potensi pendapatan Pajak dapat tercapai 
sesuai target. " 

Wawancara yang kami lakukan kepada wajib Pajak, restoran 

dan hotel, mereka mengatakan 
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" Dengan adanya petugas pemungut yang datang langsung 
melakukan penagihan pajak mempermudah kami dalam 
pembayaran, sehingga pembayaran pajak dapat dengan mudah 
kami lakukan" 

Petugas Pajak restoran, Bapak Akhmad mengatakan 

" Pemungutan pajak yang kami lakukan karena telah 
disosialisasikan sebelumnya, maka proses pemungutan tidak 
menemukan kendala. . Kami juga dapai melakukan pemungutan · · 
pajak sesuai target dan tenggatwaktu karena petugas pemiingutim 
yang cukup banyak" 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang kami lakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam penigkatan penerimaan 

Pajak Daerah telah dilakukan dan dapat dikatakan berhasil mencapai 

target penerimaan Pajak Daerah. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasi! penelitian maka dapat 

dijelaskan bahwa Pajak daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli 

Daerah pada periode penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Komponen 3 besar penerimaan Pajak Daerah 

Pajak Daerah dalam kurun waktu 5 tahun cenderung fluktuasi 

dengan angka tertinggi pada tahun 2015, kemudian mengalarni 

penurunan pada tahun 2016. Penurunan ini te~jadi karena adanya 

penurunan penerimaan Pajak Daerah yaitu Pajak restoran dan PBHIB 

yang sangat berkurang sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak 

Daerah secara umum. 

Komponen Pajak Daerah yang termasuk 3 besar jumlah 

penerimaanya yaitu, Pajak Penerangan Jalan, Pajak restoran dan Pajak 
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BPHTB. Pajak penerangan jalan menjadi Pajak terbesar karena setiap 

warga Kabiupten Nunukan rutin membayar Pajak tersebut dari 

potongan pembayaran Listrik sehingga penerimaanya dapat dikatan 

100% setiap bulannya. Pajak restoran mel1iadi pajak penerimaan kedua 

terbesar karena jumlah jenis restoran yang berada di Kabupaten 

Nunukan dan sebagian besar membayar pajak pada saat petugas 

Pemungut pajak memungut pajak. Pajak BPHTB menjadi pajak 

terbesar ketiga karena di Kabupaten Nunukan pembangunan yang 

dilakukan Pemerintah, terutama yang dialkukan swasta pribadi maupun 

perusahaan cukup besar sehingga penerimaan BPHTB juga menigkat 

dan cukup besar. 

2. Hambatan daJam Pemungutan Pajak Daerah. 

Dalam pemunguutan Pajak, hambatan yang berarti adalah 

kurang aktifuya wajib Pajak dalam pembayaran Pajak karena aktifitas 

rutinitas mereka, sehingga wajib Pajak merasa kurangnya kesempatan 

waktu untuk menghitung dan melakukan pembayaran yang tidak 

disempatkan. Hal tersebut menjadi hambatan penerimaan pajak secara 

maksimal. Jarak loket pembayran juga menajdi bagian dari kendala 

wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Selain masalah jarak dan 

waktu, hambatan yang masih sering ditemui dilapangan yaitu masih 

kurang pahanmya waj1b pajak terhadap pajak, baik dari jumlah 

pembayaran pajak maupun perbedaanjenis pajak dan pungutan lainnya. 

Hambtan yang ditemui dilapangan tersebut saat ini sudah cukup 
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berkurang, karena upaya pemerintah dalam meminimalisir hambatan -

hambtan ini dengan kebijakan - kebijakan dan Sosialisasi kepada wajib 

Pajak untuk memaksimalkan target penerimaan Pajak Daerah 

Kabupaten Nunukan, 

3 .. Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah. 

Pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Rertribusi 

Daerah melakukan upaya yang cukup maksimal untuk mencapai target 

Penerimaan P~ak Daerah. Analisis terhadap kendala dan hambatan 

wajib Pajak, maka upaya Sosialisasi cara perhitungan Pajak, dan 

pemungutan Pajak dialkukan Iangsung oleh petugas pemungut maka 

wajib pajak hanya menunggu petugas pemungut untuk datang Iangsung 

dalam penagihan pajak. Upaya ini cukup berhasil dan direspon baik 

oleh wajib Pajak dengan tingkat penerimaan Pajak yang cukup 

Optoimal. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagi berikut: 

1. Penerimaan Pajak yang terbesar yaitu Pajak Penerangan jalan, Pajak 

restoran dan BPHTB. 

2. Hambatan dalam penerimaan Pajak Daerah yaitu kendala waktu dan jarak 

oleh wajib Pajak. Sehingga keterlambatan pembayaran Pajak dapat teJjadi. 

3. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan 

yaitu dengan meningkatkan pelaksanaan teknis dilapangan dalam 

pemungutan sehingga masyarakat lebih mudah dan penerimaan lebih bisa 

ditingkatkan sesuai target penerimaan yang telah direncanakan. 

C. SARAN 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka saya 

menyarankan kepada piihak terkait antaraian sebagia berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Nunukan 

Dalam peningktan Pendapatan Asli Daerah berarti Pemerintah 

harus berupaya mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah sehingga 

PAD Kabupaten Nunukan juga akan ikut meningkat. 
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2. Peneliti lanjutan 

Untuk peneliti lanjutan yang ingin melanjutkan atau 

mengembangkan penelitian ini diharapkan dapat memperluas indicator 

- indikator atau penelitian yang Iebih khusus, maupun faktor lain yang 

belum dilakukan penelitian lebih mendalam. 
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